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Abstrak: Kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi dalam kehidupan sehari-

hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan. Menurut Permendikbud Ristek menjelaskan bahwa 

kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi 

reprodukksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik 

termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi 

dengan naman dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember 

dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor.30 tahun 2021 tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum empiris bahan hukum 

primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan cara mewawancarai kepada narasumber yaitu pimpinan, pegawai, dan 

mahasiswa Uni-versitas Muhammadiyah Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Universitas 

Muhammadiyah Jember telah melaksanakan kebijakan dalam Penerapan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 

tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pe-nanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yaitu membentuk Peraturan 

Rektor no-mor/2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.  

Katakunci: Kebijakan, Kekerasan Seksual, Permendikbud Ristek 

Abstract: Sexual violence can occur anytime and anywhere, harassment often occurs in 

everyday life in the family, school, community and work environments. According to the 

Minister of Education and Culture, Research and Technology Regulation, sexual violence is 

any act of humiliating, insulting, harassing and attacking a person's body or reproductive 

functions due to unequal power and gender relations, which results in psychological and 

physical suffering including disrupting a person's reproductive health and loss of the 

opportunity to carry out higher education with the name and optimal. This research aims to 

determine the policy of the Muhammadiyah University of Jember in implementing the 

Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 

concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The 

methods used in this research are the sociological approach and the legislative approach. 

Types of empirical legal research primary and secondary legal materials. The data analysis 

technique is by interviewing sources, namely leaders, employees and students of the 

Muhammadiyah University of Jember. The results of this research show that the 

Muhammadiyah University of Jember has implemented policies in implementing the 

Regulation of the Minister of Education and Culture, Research and Technology Number 30 

of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, 
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namely establishing Chancellor's Regulation number-mor/2679/PRN/II.3.AU/ RECTORATE/F/2022 Concerning Prevention and 

Handling of Sexual Violence within the Muhammadiyah University of Jember. 

Keywords: Policy, Sexual Violence, Minister of Education and Culture, Research and Technology 

Pendahuluan 

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republlik Indonesia. Hak Asasi Manusia menjadi salah satu elemen penting 

yang harus dipenuhi dalam negara hukum, salah satunya yaitu pemenuhan hak terhadap 

perempuan. Dalam pengertiannya menurut Permendikbud Ristek Nomor. 30 Tahun 2021 

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Pergruan Tinggi tepatnya pada 

pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi 

reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat 

atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu 

kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi 

dengan aman dan optimal (Johns, 2019; Kennedy, 2018).  

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan pun dan dimana saja, pelecehan sering terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan 

pekerjaan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menjadikan hal tersebut menakutkan 

bagi kaum perempuan. 

Menurut Romany menegaskan, kekerasan terhadap perempuan yang umumnya 

dialami adalah kekerasan seksual, tindakan pemerkosaan maupun pelecehan seksual 

(Henry, 2018). Akibat dari perlakuan tersebut, dalam berbagai fakta empiris perempuan 

yang mengalami dapat menjadikan sebagai pengalaman yang sangat buruk bahkan tidak 

jarang mengakibatkan munculnya masalah-masalah seperti stres, rasa rendah diri, 

menderita, hingga tidak menutup kemungkinan ada yang bunuh diri (M. Munandar 

Sulaeman, 2010). 

Perempuan telah menjadi sasaran pengebirian dan penyalahgunaan hak-hak mereka, 

sehingga ada kebutuhan akan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur 

perlindungan hukum korban di dunia akademis (Sardinha, 2022). Berbicara tentang 

perguruan tinggi, kita dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi adalah lembaga yang 

misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di tingkat menengah, serta 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan budaya populer, etnis 

Indonesia dan cara ilmiah (Jouriles, 2018). 

Perempuan telah menjadi sasaran pengebirian dan penyalahgunaan hak-hak 

mereka, sehingga ada kebutuhan akan undang-undang dan peraturan khusus yang 

mengatur perlindungan hukum korban di dunia akademis (Armstrong, 2018; Blondeel, 

2018). Berbicara tentang perguruan tinggi, kita dapat mengetahui bahwa perguruan tinggi 

adalah lembaga yang misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di tingkat 

menengah, serta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan budaya 

populer, etnis Indonesia dan cara ilmiah. 

(Virgistasari & Irawan, 2022) Pelecehan seksual sebenarnya adalah istilah yang diciptakan 

sebagai sinonim untuk apa yang dikenal sebagai pelecehan seksual dalam bahasa Inggris 
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disebut sexual harassement. Berkenaan dengan kata seks, tidak mengherankan jika 

pelecehan tentu terkait dengan pola perilaku atau perilaku (normatif atau non-normatif) di 

antara anggota masyarakat yang berbeda jenis kelamin, yang karenanya cenderung 

melakukan hubungan seks. Dalam kehidupan manusia, pelecehan seksual atau kejahatan 

seksual lainnya banyak dan merajalela (Powell, 2019). 

Berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelanggaran hak asasi manusia, 

kejahatan terhadap martabat dan bentuk-bentuk diskriminasi perlu dihilangkan. Korban 

kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan, yang memiliki kewajiban untuk 

dilindungi oleh negara dan masyarakat agar korban dapat hidup bebas, terhindar dari 

kekerasan dan diperlakukan yang merendahkan harkat dan martabatnya. 

Peraturan tentang penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus 

belum secara signifikan diterapkan dikarenakan tidak adanya aturan secara lex specialis 

yang mengatur tentang aturan tersebut. Keluarnya Permendikbud ini menjadi nafas segar 

bagi seluruh Universitas di Indonesia (Orchowski, 2020). Dengan adanya Permendikbud 

Ristek ini diharapkan tegaknya regulasi sekaligus implementasi dapat terlaksana pada 

seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.  

(Marfu’ah et al., 2021) Meningkatnya kasus kekerasan seksual, utamanya menimpa 

perempuan di wilayah perguruan tinggi seperti kasus yang terjadi di kampus Universitas 

RIAU (UNRI) menjadi pembelajaran dengan membuat peraturan secara lex specialis 

terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi di 

perguruan tinggi merupakan sebuah fenomena yang memprihatinkan. Perguruan tinggi 

seharusnya menjadi lingkungan pendidikan yang menanggung tanggung jawab untuk 

menjalankan fungsinya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan. Dalam Perguruan 

Tinggi yang menganut nilai-nilai islam menjadikan agama sebagai sumber tatanan yang 

mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya (Chen, 2020). 

Sebagai Perguruan Tinggi yang bertujuan menjadi universitas yang diunggulkan 

dalam menguasai ilmu pengetahuan. Menjadikan kebijakan menteri ini sebagai kewajiban 

yang harus segera dilakasanakan pada lingkungan kampus guna menjamin keselamatan 

seluruh bagian yang ada di kampus. Disahkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual pada tanggal 12 April 2022 menjadi faktor pendukung sangat perlunya 

pembuatan kebijakan sebagai wujud tindaklanjutan dari Permendikbud Ristek Nomor. 30 

Tahun 2021. (Febrianti, 2022) Aturan di dalam Permendikbudristek Nomor. 30 Tahun 2021 

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 

menjadi salah satu jalan keluar dalam menghadapi masalah kekerasan seksual di wilayah 

Perguruan Tinggi karena aturan terhadap kekerasan seksual di dalam Pasal 289 KUHP, 

yang berbunyi:“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena 

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-

lamanya Sembilan tahun.” 

Tidak secara khusus seperti yang ada di dalam Permendikbudristek. Karena dengan 

adanya Permendikbudristek Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Ilmu Riset dan TeknologiNadiem Makarim resmi mengesahkan Permendikbudristek 
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Nomor. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di 

lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini mendapat dukungan yang baik dari 

masyarakat, karena dianggap sebagai payung hukum terhadap kekerasan seksual yang 

semakin marak terjadi di kalangan pendidikan (Ward, 2018).  

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak 

perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku 

kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, 

pelecehan seksual dilingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi (Powell, 2018). 

Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga 

negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk perempuan (Renold, 2018). Berbagai bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang dianggap rendah dibandingkan laki-laki, menjadikan 

perempuan sebagai salah satu sasaran atau sasaran para pelaku kejahatan. Kekerasan 

terhadap perempuan berkisar dari kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi hingga 

kekerasan seksual. 

Hak dan kewajiban dasar warga negara ini dijamin oleh negara. Oleh karena itu, 

negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua warga negara tanpa terkecuali 

untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala 

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Phipps, 2018). 

Penelitian ini akan menganalisis jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di 

perguruan tinggi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan 

seksual di perguruan tinggi (Bows, 2018). Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi khususnya Universitas 

Muhammadiyah Jember agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan 

seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan pelecehan 

seksual dalam wilayah perguruan tinggi. 

Metode 

Metode Pendekatan 

Pendekatan Sosiologis Hukum merupakan Pendeketan yang menganalisis tentang 

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam 

masyarakat dan Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan 

menggunakan legilasi dan regulasi.  

Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum empiris atau suatu 

metode penelitan hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata 

serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.  

Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan Hukum Primer Yaitu berupa data tentang kebijakan 

Universitas Muhammadiyah Jember Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Risert, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan 

Kekerasan Seksual dan Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari penelusuran buku-

buku teks yang membahas tentang pokok permasalahan hukum, intenet, perundang-

undangan, jurnal-jurnal terkait ilmu hukum dan pendapat para ahli.  

Teknik Pengambilan Data 
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Teknik Pengambilan Data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini adalah wawancara secara face to face kepada narasumber yaitu kepada 

Pimpinan, Pegawai dan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember. 

Hasil dan Pembahasan 

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di tempat 

umum maupun di rumah (Campbell, 2019). Pelaku kekerasan seksual biasanya adalah 

perempuan dan anak-anak yang seringkali dianggap sebagai korban lemah. Selain itu, 

Kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak hanya endemik, tetapi juga menyebar dan 

berulang di mana-mana dalam jangka waktu yang sangat lama (Siregar et al., 2020). 

Pencegahan dan cara penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Permendikbud 

mengeluarkan peaturan ini untuk kepentingan korban dan seluruh perguruan tinggi 

dijadikan target sasaran pencegahan kekerasan seksual. 

Permendikbud Ristek Nomor.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi perlindungan korban menjadi prioritas utama dan 

peraturan ini menjadi wadah perlindungan korban sertan pencegahan terjadinya 

kelanjutan kasus kekerasan seksual yang dialami korban (Banyard, 2020). Untuk 

pencegahan dan cara menangani kekerasan seksual, permendikbud mengeluarkan 

peraturan ini untuk kepentingan korban. Seluruh perguruan tinggi dijadikan target yang 

sesuai dengan yang termuat pada pasal 4 menjelaskan bahwa sasaran pencegahan 

kekerasan seksual meliputi:  

a. mahasiswa;  

b. pendidik;   

c. tenaga kependidikan;   

d. warga kampus; dan  

e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.  

Perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendampingan 

kepada korban, pemberian sanksi kepada pelaku, dalam hal penanganan laporan kekerasan 

seksual termuat pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Perguruan tinggi wajib melakukan 

penanganan kekerasan seksual melalui: 

Pendampingan, pendampingan yang diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus 

sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pendampingan 

juga berupa:  

a. konseling  

b. layanan kesehatan  

c. bantuan hukum  

d. advokasi; dan/atau 

e. bimbingan sosial dan rohani 

Pelindungan, perlindungan kepada korban atau saksi berupa:  

a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;   
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b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan 

pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;   

c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain 

atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan 

terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;  

d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;  

e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; 

f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;  

g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan 

dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;  

h. pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;   

i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;  

j. penyediaan rumah aman; dan/atau  

k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang diberikan. 

Pengenaan Sanksi Administratif, pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan 

keputusan pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Petugas. 

Pengenaan sanksi terdiri atas:  

1. Sanksi administratif ringan yaitu berupa:  

a) Teguran tertulis; atau  

b) Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal 

kampus atau media massa 

2. Sanksi administratif sedang berupa: 

a) Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau  

b) Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti 

perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa dan pengurangan hak lain.  

3. Sanksi administratif berat berupa:  

a) Pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa 

b) Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, 

atau warga kampus sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-

undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan  

Pemulihan Korban, pemulihan korban berupa: tindakan medis, terapi fisik, terapi 

psikologis dan bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan korban dapat melibatkan: 

dokter/tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, 

pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang 

disabilitas.  

Permendikbud Ristek nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual pada Pasal 19 dijelakan, jika perguruan tinggi tidak melakukan 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual maka akan dikenai sanksi administratif 

berupa (Donne, 2018): 

a. pemberhentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk 

perguruan tinggi. 

b. penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.  
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Universitas Muhammadiyah Jember Pada tanggal 19 desember 2022 telah 

menghasilkan persetujuan perlu adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 2 

Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember menjelaskan bahwa Peraturan 

Rektor ini bertujuan untuk (Johns, 2018):  

a. sebagai pedoman bagi Universitas Muhammadiyah Jember untuk menyusun 

Kebijakan teknis dan mekanisme pelaksanaan tindakan Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual   

b. menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, saling menghormati, menjaga, 

bermartabat, setara, insklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di lingkungan 

Dosen, Mahasiswa, Tenga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun Masyarakat 

umum.  

c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Universitas Muhammadiyah 

Jember, serta melindungi seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan 

Warga Kampus maupun masyarakat umum.  

d. mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Jember 

e. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban 

dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan 

tindakan kekerasan seksual.  

f. melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Jember berbasis pada pengarusutamaan gender yang berdasarkan 

pancasila, nilai-nilai dan jati diri Universitas Muhammadiyah Jember dengan 

bernafaskan nilai-nilai keislaman Muahmmadiyah (Ybarra, 2018) 

g. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, dan warga kapus maupun masyarakat umum terhadap korban.  

Mendorong pengembangan kajian terkait isu kekerasan seksual pada tanggal 19 

desember 2022 Universitas Muhammadiyah Jember telah menghasilkan persetujuan 

Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 

di Perguruan Tinggi yaitu Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember 

Nomor/279/PRN/11.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. 

Permendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi pada pasal 2 dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi 

dalam pencegahan dan cara penanganan kekerasan seksual harus membentuk Satuan 

Tugas (Ram, 2018). Universitas Muhammadiyah Jember telah memenuhi kebijakan tersebut 

membentuk Satuan Tugas dengan visi Satgas dari Universitas Muhammadiyah Jember 

adalah terwujudnya kampus yang unggul, nyaman, aman dan islami tanpa kekerasan 

seksual (McGlynn, 2019). Sedangkan, Misinya adalah melakukan pencegahan kekerasan 

seksual di Universitas Muhammadiyah Jember, melakukan penanganan terhadap korban 

kekerasan seksula, melindungi dan memberikan rasa aman terhadap korban kekerasan 

seksual dari intimidasi pihak pelaku maupun pihak ketiga, melakukan pemberdayaan atau 

penguatan terhadap korban kekerasan seksual, memberikan edukasi terhadap pelaku 

sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual (Johns, 2020). 



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024, Hal: 1-11 8 of 11 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Jember dengan cara pelaporan kepada Satgas, lalu 

pemeriksaan terhadap pelaku, korban, maupun saksi, selanjutnya penyusunan kesimpulan 

atau jika benar adanya kejadian kekerasan seksual maka Satgas membuat surat 

rekomendasi untuk diberikan kepada Rektor, lalutahap terakhir yaitu sanksi terhadap 

pelaku pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Jember yaitu memiliki 3 kategori sanksi administratif:  

1. Sanksi Administratif Ringan 

Pelaku melakukan permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan diinternal 

kampus atau di media massa (Cunningham, 2018) 

2. Sanksi Administratif Sedang  

Mahasiswa mendapat skors dan pencabutan beasiswa dan pemberhentian 

sementara dari jabatan untuk sementara tanpa memperoleh hak jabatan  

3. Sanksi Administratif Berat  

Pemberhentian mahasiswa  

Pemberhentian jabatan tetap  

Penjatuhan sanksi sesuai rekomendasi Satuan tugas (Henry, 2020). Rektor tidak 

berwewenang mengenakan sanksi adnministratif, rektor hanya menenruskan surat 

rekomendasi kepada menteri melalui direktur jenderal yang sesuai dengan kewenanganan. 

Simpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik kesimpulkan bahwa Universitas 

Muhammadiyah Jember telah melakukan kebijakan dalam penerapan Peraturan 

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual. Universitas Muhammadiyah Jember telah membentuk Peraturan 

Rektor Nomor 2679/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2022 Tentang Pencegahan Kekerasan 

Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, telah melakukan sosialisasi 

tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, telah membentuk Satuan Tugas 

yang menyediakan layanan konseling, layanan pelaporan, perlindungan dan pemulihan. 

Anda juga harus menyarankan eksperimen mendatang dan/atau menunjukkan eksperimen 

yang sedang berlangsung. 
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